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adanya refocusing dana pembangun terhadap pembiyaan
penanganan pandemi COVID-19, sehingga pembangunan
tersebut tidak dapat terealisasikan. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif deskriptif (field research)
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yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Pertama, bahwa
penggunaan Dana desadidesa Sukaraja sudah menyesuaikan
dengan peraturan pemerintah, namun penggunaan dana
tersebut belum cukup untuk melakukan pembangunan
karena dana yang ada digunakan atau direfocusing untuk
pembiayaan penanganan COVID-19. Kedua, terhambat dan
tidak terealisasinya pembangunan jalan tani yang terjadi
karena adanya refocusing Dana desaoleh pemerintah desa
yang di mana mengalihkan dana pembangunan tersebut
untuk pendanaan pandemi COVID-19 menjadi penghambat,
sehingga implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa dan tidak dapat terwujud. ketiga, Dalam
perspektif siyasah syar’iyyah implementasi dari Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa meski tidak
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I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang



hidupdalam masyarakat itu sendiri. Tidak ada tingkah laku manusia dalam
kehidupan bermasyarakat yang lepas dari aturan hukum. Oleh karenanya
tidak berlebihan kalau dikatakan di mana ada masyarakat di situ ada hukum(ubi
societas, ibi ius).! Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin
tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang
mencerminkan hukum yang tertinggi.?

Pada tanggal 15 Januari 2014, pemerintah telah menetapkan Undang-
Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Landasan filosofis lahirnya undang-
undang tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa desa memiliki hak
asal- usul dan hak tradisional dalam mengatur kepentingan masyarakat
setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD
1945. Secara yuridis, Undang-Undang No.6 tahun 2014 lahir berdasarkan
amanah Pasal 18 Bayat (2) UUD.

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tidak disebutkan secara spesifik
seperti apa penggunaan Dana Desa, tetapi di dalamnya dijelasakan mengenai
keuangan desa yang di mana terdapat pada pasal 71 sampai dengan pasal 75.*
Hal yang sama juga dijelaskan secara lebih detail dan jelas mengenai Dana
desadalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana desayang
Bersumber Dari APBD.° Di dalam PP tersebut dijelaskan secara rinci mengenai
Dana Desa, sehingga menjadi patokan bagi pemerintah desa dalam
penggunaan Dana Desa.

Oleh karena hal tersebut dalam penggunaan Dana desatidak melenceng
dari aturan yang ada dan diharap dapat mewujudkan kemaslahatan bagi
pemerintah desa dan masyarakat. Serta dalam hukum Islam hal ini tentu saja
diatur mengenai bagaimana seharusnya kebijakan seorang pemimpin yang
seharusnya dalam bertindak. yaitu, dengan selalu melihat akankah tindakan
yang dibuat dapat mewujudkan kemaslahatan yang seharusnya atau
sebaliknya. Hal ini di pertegas dalam kaidah figh siyasah yaitu Desa Sukaraja
merupakan desa yang termasuk dalam bahaya pandemic COVID-19. Sehingga
kegiatan PPKM dilakukan didesa imi, dan hal tersebut berdampak pada
penggunaan dana desakarena berdasarkan pada Surat Edaran Kementrian
Keuangan Nomor 2 Tahun 2021, untuk pengelolaan Dana desatahun anggaran
2021 minimal 8% dari Dana desayang terealisasi di masing-masing desa harus

difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19.
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Dengan adanya pandemi tersebut Dana desatidak lagi difokuskan untuk
pembanguna infrastruktus desa melainkan terbagi untuk penangan bencana
akibat pandemi COVID-19, sehingga menghambat desa dalam kemajuan
pembangunan infrastrukturnya yang di mana sebagian Dana desadigunakan
wajib untuk pembiyaan penganan pandemi COVID-19 tanpa anggran tersebut
termasuk dalam RKP 2021 setelah ditetapkannya PPKM.

Terhambatnya dan tidak terealisasikan pembangunan tersebut menjadi
salah satu aspek yang membuat peneliti sangat ingin meneliti bagaimana desa
mengolah Dana desaagar problematika tersebut dapat di tangani dan
terselesaikan. Dan peneliti sangat ingin meneliti bagaimana implementasi
undang-undang 2014 tentang desa ketika terdapat problematik tersebut, dari hal
tersebut maka peneliti tertarik malakukan penelitian tersebut dengan judul
“Implementasi Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam
Perspektif Siyasah Syar“iyyah (Studi Terhadap Penggunaan Dana desaPada
Masa Pandemi COVID-19 Di desa Sukaraja)”.

Metode penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian hukum empiris.
Merupakan penelitian yang menggunakan studi terhadap implementasi ataun
pelaksanaan ketentuan hukum positif pada seitap peristiwa hukum tertentu
dalam masyarakat guna mencapai tujuan yg telah ditentukan. Sumber data yang
digunakan peneliti yakni sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer
adalah data yang bersumber dari masyarakat secara langsung atau dapat
bersumber dari orang yang memiliki kewenangan menjawab permasalahan
terkait dan data sekunder tersebut berupa berupa peraturan perundang-
undangan, buku-buku, jurnal, skirpsi, tesis, disertasi, putusan pengadilan.
observasi, dokumentasi hasil-hasil penelitian dan petunjuk pelaksanaan maupun
teknis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini akan
dikaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku,
memaparkannya secara detail, kemudian memberikan solusi hukum terhadap
penelitian yang dilakukan guna menunjang penelitian normatif tersebut,
dilakukajn dengan beberapa pendekatan yakni live case studi dan pendekatan
perundang-undangan (statute approach). Dalam Penelitian ini, peneliti
menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yakni obseravsi, wawancara dan
Studi dokumemtasi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara
kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian
menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik

kesimpulan untuk menentukan hasil.
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II. PEMBAHASAN
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Sukaraja Terhadap
Penggunaan Dana desaPada Masa Pandemi COVIC-19

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tujuan penyaluran Dana
desaadalah sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan
memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan
adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa
menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. namun apakah hal itu
kemudian terwujud di desa Sukaraja.®® dari hasil penelitian yang didapat oleh
penulis bahwasannya pemerintah desa Sukaraja sangat mengusahakan dan
mengedepankan tujuan agar terwujudnya penyaluran Dana Desa, dengan
memperhatikan apa kebutuhan yang ada pada msayarakat, menerima usulah-
usulan masyrakat, dan mencoba mengusahakan agar tercapainya pembangunan
dan pemeberdayaan masyarakat. hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara
yang dilakukan oleh pneliti bersama dengan pemerintah desa diantaranya Kepala
desa Sukaraja, sekertaris desa Sukaraja, dan kaur. keuangan desa Sukaraja dan juga
masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut peneliti mengetahui bahwa pemerintah
desa Sukaraja memahami penggunaan dari Dana Desaitu sendiri dan juga peraturan
yang mengartur hal tersebut.

Berdasar dari kesemuaan hasil wawancara yang telah penulis lakukan,
bahwasannya penulis mengetahui bagaimana pemerintah desa menganggarkan
Dana desadan menggunakan Dana desasesuai dengan mekanisme peraturan yang
ada. Hal tersebut berdasar pada wawancara yang telah dilakukan oleh penulis
dengan Kaur. keuangan desa bahwa penyaluran Dana desatelah sesuai dan
mengikuti aturan yang ada yaitu, berdasar pada undang-undang nomor 6 tahun
2014 bahwasannya Dana desabersumber dari APBN yang dimana penyaluran dana
tersebut terbagi menjadi dua tahap ya itu tahap mekanisme transfer APBN dari
RKUN ke RKUD dan tahap APBD ke RKUD ke kas desa. Sama halnya di desa
Sukarajaberdasarkan pada peraturan nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang
bersumber dari APBN, penyaluran Dana desadi desa Sukarajaterbagi menjadin 2
(dua) tahap juga, yaitu tahap mekanisme transfer APBN dari RKUN ke RKUD dan
tahap transfer APBD dari RKUD ke kas desa kemudian desa melaksanakan

pengunaan Dana desasesuai dengan peraturanyang telah ada. Dan diperjelas dalam
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PP Nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana desayang bersumber dari APBD pada BAB

IV Pasal 15 yaitu mengenai penyaluran Dana Desa.

a. Dana desadisalurkan oleh pemerintah kepada kabupaten/kota.
b. Penyaluran Dana desasebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukandengan cara pemindahbukuan dari RKUN
ke RKUD.
c. Dana desasebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disalurkan darikabupaten/kota kepada Desa.
d. Penyaluran Dana desasebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukandengan cara pemindahbukuan dari RKUD
ke kas Desa.

Sehingga yang didapat oleh peneliti dari hasil penelitian lapangan dengan cara
wawancara bahwasannya daru segi penyalurannya desa Sukaraja telah melakukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penggunaan Dana
desasasaran pembangunan wilayah desa dalam Rencana Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019, penggunaan Dana desaperlu diarahkan untuk mendukung
pengentasan desa tertinggal demi mewujudkan kemandirian desa.

Dalam penngunaan Dana desapada dasarnya merupakanhak dasar
pemerintahan desa yang dimana hal tersebut sesuai dengan kewenangan dan
prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat. DesaSukarajadalam menggunakan
Dana desajuga mengusahakan bahwasaanya penggunaan dana yang ada dapat
mencapai sasaran pembanguanan desa dan kesejahteraan masyarakat desa sama al
di tahun 2020 Desa Sukaraja juga memprioritas penggunaan Dana desasesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan berdasar pada RPJM yang telah dibuat oleh Desa.

Lalu apakah penggunaan Dana desajuga sudah sesuai dengan peraturan yang
ada. pada dasarnya desa Sukaraja sudah berusaha semaksimal mungkinuntuk dapat
menggunakan Dana desasesuai dengan peraturan yang ada dari hasil wawancara
bersama kepala desa, sekertaris desa dan kaur. Keuangan desa bahwa peneliti
mengetahui bahwa pemerintah desa Sukaraja dalam penggunaan Dana
desamengikuti kepada peraturan yang ada yaitu berdasar pada peraturan
perundang-undangan nomor 60 tahun 2014 pada BAB V pasal 19

a. Dana desadigunakan untuk membiayai penyelengaaran pemerintah,

pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemsayarakatan.
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b. Dana desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk
membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Namun apakah hal tersebut benar-benar terwujud di desa Sukaraja. dari hasil
penelitian yang penulis lakukan bahwasannya desa Sukaraja menerapkan hal tersebut.
Tetapi desa Sukaraja tidak dapat dapat menerapkan dengan sempurna mengenail hal
terebut. pemerintah desa Sukaraja mengusahakan yang terbaik. dengan melukakan
penggunaan Dana desasebaik-baiknya. Namun dengan munculnya pandemi COVID-19
prioritas pengunaan Dana desamenjadi terhambat. semenjak pandemi COVID-19 dari
endemic menjadi pandemi beberapa wilayah di Indonesia diwajibkan untuk mengadakan
PPKM mikro (Pemeberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarak) dimana desa Sukarajayang
termasuk bagian dari Indonesia, yang saat itu masuk kedalam golongan zona merah juga
mengikuti arahan untuk menerapkan PPKM.

Pada tahun 2021 desa Sukaraja sebelumnya telah merancang RKP desa Sukaraja
dan rancangan tersebut berdasar pada RPJM yang ada, dan telah menganggarkan
dana sesuai RKP tersebut sesuai dengan pagu dana dikabupaten, namun ketika
muncul surat edara kementrian keuangan nomor 2 tahun 2021, untuk pengelolan
Dana desatahun anggaran 2021 minimal 8% dari Dana desayang terealisasi di
masing-masing desa harus difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19. # hal
ini dapat diketahui peneliti dengan hasil wawancara bersama kepala desa dan
sekertaris desa Sukaraja yaitu yang dimana meraka mengatakan dengan munculnya
surat edaran tersebut yang dimana hal itu merupakan peraturan yang dibuat
langsung oleh pusat dan harus diterapkan oleh desa Sehingga, desa Sukaraja tidak
dapat melaksanakan penggunaan Dana desasesuai RKP. Di dalam RPJM desa,
pemerintah desa memang telah memisahkan dana mengenai bencana dan lain-lain,
tapi pada tahun 2021 desa Sukarajatidak memasukan mengenai pendanaan untuk
bencana COVID-19 kedalam RKP sehingga pada saat Surat Edaran tersebut muncul
dan bersifat darurat pada saat itudesa Sukarajayang tidak punya persiapan anggaran
untuk hal tersebut mengambil tindakan dengan mengcut atau mengalihkan
anggaran pembanguna dalam RKP untuk pananganan COVID-19. Sehingga
menghambat pembangunan desa Sukarajayang ada dalam RKP salah satunya yaitu
pembangunan jalan tani yang dimana pembanguna tersebut telah masuk ususlan
sejak tahun 2019, hanya saja baru akan terealisasikan di tahun 2021 jika saja tidak ada
keadaan darurat COVID-109.

Pada tahun 2021 pemerintah desa telah membuat RKP yang akan dianggarkan,
salah satu pembangunan yang masuk ke RKP yaitu pembangunan jalan tani. Pada

tahun 2021 masyarakat membahas mengenai pembangunan jalan tersebut karena
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memang pembangunan jalan tersebut sangat dibutuhkan, dikarenakan jalan tani
tersebut merupakan salah satu akses jalan yang banyak di gunakan petani setempat.
Pemerintah desa menyadari hal tersebut dan menerima usulan warga mengeani hal
itu dan memasukan pembangunan jalan tani tersebut kedalam RKP tahun 2021
untuk direalisasikan.

Tapi ternyata pada tahun 2021 RKP yang disusun oleh desa tidak dapat
terealisasikan karena munculah Surat Edaran Kementrian Keuangan Nomor 2 Tahun
2021, untuk pengelolaan Dana desatahun anggaran 2021 minimal 8% dari Dana
desayang terealisasi di masing-masing desa harus difokuskan untuk penganan
pandemi COVID-19. Sehingga desa membuat keputusan bahwa sebgian dana
pembangunan dialihkan untuk memenuhi 8% tersebut, dan pemerintah desa
Sukaraja memutuskan untuk mengalihkan dana pembangunan jalan tani tersebut
sehingga jalan tani tidak dapatterealisasikan ditahun 2021. Sehingga penggunaan
Dana desapada tahun 2021 mengalami hambatandi mekanisme pengunaannya.

Pada pasal 20 BAB V Peraturan PemerintahRepublk Indonesia Nomor 60
Tahun 2014 Tentang Dana desaYang BersumberDari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara Pasal 1 yang berbunyi”“Pengunaan Dana desamengacu pada
rencana pembangunan jangka menengahdesa dan rencana kerja pemerintah” dan
melanjutapan bunyi pasal 2 yaitu “ Dana desasebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk pembangunan danpemeberdayaan masyarakat” Dan pada
kenyataannya hal tersebut tidak dapatterwujud karena adanya hambatan yang
timbul dikarenakan pamdemi COVID-19. Sehingga apakah mungkin implementasi
undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa masih terwujud dengan
baik. hal tersebut tentu saja dapat dilihat dari hasil dam pembahasan yang telah
penulis jelaskan diatas. bahwasaanya untuk impelentasi undang-undang nomor 6
tahun 2014 tetap berjalan dengan baik didesa Sukaraja namun karena adanya
problemik yang terjadi implementasi dari undang-undang tersebut menjadi
terganngu atau tidak terwujud dengan sepenuhnya.

Kemudian dapat di lihat pada pasal 74 undang-undang nomor 6 tahun 2014
tentang desa menegnai prioritasa belanja desa yaitu.

a. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas
pemerintah daerah kabupaten/kota, pmerintah daerah provinsi, dan
pemerintah.

b. kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi,

tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar,
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lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

bahwasanhannya desa Sukaraja tidak dapat mewujudkan bunyi pasal

tersebutKarena adanya kendala.

Dapat dilihat tujuan dari alokasi Dana desasendiri menurut Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 diantaranya

a. meningkatkan pelayanan public didesa

b. mengentasakan kemiskinan

c. memajukan perekonomian desa

d. mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta

e. memperkuat masyarakat desa sebgai subjek dari pembangunan.

Dilihat dari hasil dam pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas.

bahwasaanya untuk impelentasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tetap

berjalan dengan baik didesa Sukaraja namun karena adanya problemik yang

terjadi implementasi dari undang-undang tersebut menjadi terganngu atau tidak

terwujud dengan sepenuhnya. Kemudian dapat di lihat pada pasal 74 undang-

undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menegnai prioritasa belanja desa yaitu.

a.

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas
pemerintah daerah kabupaten/kota, pmerintah daerah provinsi, dan
pemerintah.

kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi,
tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar,lingkungan,
dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

bahwasanhannya desa Sukaraja tidak dapat mewujudkan bunyi pasal

tersebutKarena adanya kendala.

Dapat dilihat tujuan dari alokasi Dana desasendiri menurut Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2014 diantaranya

a.

meningkatkan pelayanan public didesa

b. mengentasakan kemiskinan

c. memajukan perekonomian desa
d.
e

. memperkuat masyarakat desa sebgai subjek dari pembangunan.

mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta

dilihat dari hasil dam pembahasan yang telah penulis jelaskan diatas.

bahwasaanya untuk impelentasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tetap

berjalan dengan baik didesa Sukaraja namun karena adanya problemik yang
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terjadi implementasi dari undang-undang tersebut menjadi terganngu atau tidak

terwujud dengan sepenuhnya.

Kemudian dapat di lihat pada pasal 74 undang-undang nomor 6 tahun

2014 tentang desa menegnai prioritasa belanja desa yaitu.

a. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan

yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas

pemerintah daerah kabupaten/kota, pmerintah daerah provinsi, dan

pemerintah.

b. kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi,

tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar,lingkungan,

dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Bahwasanhannya desa Sukaraja tidak dapat mewujudkan bunyi pasal

tersebutKarena adanya kendala.

Dapat dilihat tujuan dari alokasi Dana desasendiri menurut Undang- undang

Nomor 6 Tahun 2014 diantaranya

a
b
C.
d
e

Tapi

. meningkatkan pelayanan public didesa

. mengentasakan kemiskinan

memajukan perekonomian desa

. mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta

. memperkuat masyarakat desa sebgai subjek dari pembangunan.

pada kenyataannya hal tersebut tidak sepenuhnya terwujud di desa

Sukaraja terlebih karena munculnya hambatan mengenai pandemi COVID-19,

tujuan dari Dana desaberdasar pada undang-undang tersebut mengalami kendala

diantaranya terjadinya kesenjangan pembangunan dan berdampak pada kegiatan

masyarat dalam perekonomianya. yang dimana hal tersebut memicu pemerintah

desa Sukaraja tidak dapat mewujudkan tujuan dari Dana desasesuai denganundang-

undang Nomor 6 tahun 2014.

Dengan demikian dari uaraian-uraian diatas bahwasaanya penggunaan Dana

desadesa Sukaraja pada masa pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya sesuaiatau

mencapai dari implementasi Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentan desa.

Pandangan Siyasah Syar“iyyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 Di Desa Sukaraja
Islam merupakan agama yang sempurna, segala tindakan manusia telah

diatur di dalam Islam. dari politik yang merupakan kegiatan dalam hidup yang
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selalu berkembang seiring zaman hingga hal kecil sekalipun. Jelas sekali
bahwasannya Islam merupakan agaman Rahmattan lil ,,alamin.

Tinjauan hukum Islam terhadap implementasi undang-undang nomor 6 tahun
2014 tetang desa terkait penggunaan Dana desadi desa Sukarajapada masapandemi
COVID-19 harus tetap menjamin mengenai kemsalahatan. karena tidak muncul
suatu hukum yang muncul melainkan jika telah di aturnya dalam pedomanhidup

kaum muslimin dan muslihat, yaitu Al-Qur“an dan hadits.

Islam sangat memperhatikan kewajiban dan hak antar sesama dalam berpolitik,
termasuk bagaimana seharusnya pemerintahan dalam penggunaan suatu dana
haruslah mengaplikasikan dana sesuai dengan kebutuhan dan kemasalahatan
pemerintah dan masyarakat, dan dapat memenuhi kesjahteraanrakyat. dan secara
Syar "iyyah segala sesuatu yang bersangkutan dengannya haruslah membawa hal
tersebut kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.

Esensi dari siyasah Syar“iyyah yang dimaksudkan yaitu kemaslahatanyang
menjadi tujuan syara® bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan
keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan
persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi
manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar
dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan.’” dengan kata lain
setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari“at adalah bertujuan untuk
menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Begitupun berkaitan dengan
implementasi undang-undang nomor tahun 2014 terhadap penggunaan Dana
desaharuslah memuat hal tersebut.

Dalam ilmu politik Islam tentu saja tidak jauh dengan yang namanya siyasah
Syar“iyyah. Ilmu siyasah Syar "iyyah atau yang biasa disebut dengan ilmufigh siyasah
adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam
semisal, bagiamana cara untuk mengadakan perundang- undangan dan berbagai
peraturan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk
kemaslahatan umat.®® termasuk didalamnya mengenai undang-undang nomor 6
tahun 2014 tentang desa. Dan dimana ketika berbicara mengenai hal tersebut tidak
jauh dengan pemimpin serta masyarakat yang dipimpin.

Siyasah Syar “iyyah dalam mengakaji mengenai kepemimpinan dalam hukum
berdasar pada kaidah-kaidah diantaranya.

adiadlly by emn S pbd) Stiad
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Artinya “Kebijakan  seorang pemimpin terhadap rakyatnya

bergantung kepadakemaslahatan”

Dalam kaidah ini menegasakan kepada pemimpin bahwa setiap kebijakan yang
dibuat haruslah berorientasi kepada kemaslahatan orang yang dipimpinnya, bukan
mengikuti hawa nafsunya atau kepentingan tertentu, yang pada akhirnya

mementingkan keinginan sendiri.
Kaidah ini dikuatkan didalam Al-Qur“an Qs an-nisa (4 : 58) yaitu.
s AT &) Ly g s &1 5y JAall, 1,288 of 0 o5 A& 135 T 1) 297 138 of 2320 &7 Bye
1 et

Terjemahnya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu
menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan
(menyuruh kamu) apabilamenetap hukum di antara manusia supaya

kamu menetapkan dengan adil”.

Bersamaan dengan kaidah tersebut maka dengan kebijakan yang tengah gencar
dilakukan oleh Pemerintah saat berkaitan dengan penanganan wabah Covid-19.
Pembatasan sosial berskala besar suka atau tidak suka harius dilakukan sebagai
bentuk karantina kesehatan terhadap wabah tersebut dan penggunaa dana desayang
mengalami pengalihan yang awal untuk pembangunan kemudian dialihkaan untuk
penanganan COVD-19. Meski tidak sedikit konsekwensi yang harus di terima oleh
masyarakat, seperti berhentinya aktifitas sosial, pendidikan, pekerjaan dan lain
sebagainya harus menajdi perhatian pula, serta tidakterwujudnya atau terealisasinya
pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Akibatnya, Pemerintah harus
senantiasa konsekwen dengan penerapan pengaturankebijakan sebagaimana yang
telah diatur Surat edaran kementrian keuangan nomor 2 Tahun 2021, untuk
pengelolaan Dana desatahun anggaran 2021 minimal 8% dari Dana desayang
terealisasi di masing-masing desa harus difokuskan untuk penanganan pandemi
COVID-19. Di lain sisi masyarakat harus sabar dan mau menanggung konsekwensi
tersebut serta mendukung kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi wabah
Covid-19 sebagai langkah mewujudkan kebaikan bersama

Dalam siyasah Syar“iyyah yang sering dipergunakan oleh umat muslimada
4 diantaranya adalah figh siyasah dusturiyah, figh siyasah dauliyah, fighsiyasah maliyah,
dan figh siyasah harbiyah. namun dalam hal ini penulis telah mempelajari terlebih

dahulu termasuk kedalam bahasanya figh manakah yang berhubungan dengan
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implentasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap penggunaan
Dana desadi desa Sukaraja.

Dalam pandangan siyasah Syar “iyyah, figh yang berhubungan yaitu figh siyasah
maliyah yang dimana dalam figh siyasah maliyah membahas tentang politik ekonomi
Islam yaitu merupakan kebijakan hukum Islam yang dibuat oleh suatu
pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya
kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syarat Islam sebagai
ukurannya. dalam figh ini juga mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran
keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak
individu dan menyia-nyiakannya.

Dari segala uraian-uarian yang telah di uaraikan oleh penulis baik dari hasil
wawancara maupun dari teori yang ada, penulis memperoleh hasil bahwasannya
pandangan siyasah Syar“iyyah mengenai implementasi undang- undang nomor 6
tahun 2014 terhadap penggunaan Dana desapada masa pandemi COVID-19, masih
sesuai dengan ketentuan-kententuan yang tertuang dalam siyasah Syar“iyyah meski
terdapat kendala sehingga hal tersebut menjadi kekurangan dari implementasi
undang-undang tersebut dalam pandangan siayasahSyar“iyyah.

Diantaranya terhadap kepemimpinan yang disini ialah pemerintah desa yang
memiliki kebijakan penuh terhadap desa dan msyarakat, yang dimana dalam siyasah
Syar“iyyah dari kaidah yang dikutip serang pemimpin haruslah membuat kebijakan
sesuai dengan kemaslahatan masyarakat yang dimana disini adalah pemimpin,
haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai pembangunan jalan
tani yang menggunakan Dana Desa, yang dimana hal tersebut sangan dibutuhkan
masyarakat dalam kegiatan perekonomian untuk menunjang hidup.

Dapat dilihat dari bagaimana respon dari masyarakat desa Sukaraja mengenai
hal ini yang tidak merasa puas atau merasa tersejahterakan dengan kewenangan
pemerintah desa dalam kegunaan Dana desapada masa pandemi COVID-19
terhadap pembangunan. Namun sebagai pengelola terhadap Dana desapemerintah
desa sudah semaksimal mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat desa
Sukarajadengan menggunakan Dana Desa, yang dimana pada masa pandemi
memanglah seharusnya dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat terkait pandemi. Dan hal tersebut juga merupakan himbuanlangsung
dari pemerintah pusat. Dan tidak dipungkiri bahwa respon masyarakat juga baik
dan sangat menerima hal tersebut selalu. Dan memang dalam kendala mengenai

penggunaan Dana desapada masa pandemi COVID-19 desa telah tepatdalam
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membuat kebijakan. Dan kebijakan tersebut juga merupakan kebijakanyang dibuat
demi kemaslahatan masyarakat desa Sukarajaserta meruapakan bentuk kinerja
pemerintah desa dalam bertindak sesuai dengan peraturan yang ada.

Sehingga dari penjabaran yang ada maka dikatakan bahwa pemerintah desa
dalam kepemimpinan sudah dengan baik dalam mewujudkan bentuk kepimpinan
yang sesuai dengan ketentuan siyasah Syar“iyyah yaitu mengenai bagaimana
seharusnya kebijakan dari suatu pemerintah haruslah memenuhi kebutuhan dan
kemaslahatan pemerintah ataupun masyarakat, dan dapat memenuhi kesejahteraan
rakyat.

Meskipun hal tersebut menjadi salah satu faktor tidak terwujud dengan
maksimalnya impelementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa yang dimana kebijakan tersebut muncul
bedasar atas peraturan yang ada, maka pemerintah desa telah mewujudkan tujuan
Dana desayaitu yang berkaitan dengan bahasan figh siyasah maliyah yang
bahwasannya dalam kebijakan hukum Islam yang dibuat oleh suatu pemerintahan
menyangkut mengenai pembangunan ekonomi harus dapat menjamin terpenuhinya

kebutuhan masyarakat dan harus seusai ukuran nilai-nilai syarat Islam.

II1. KESIMPULAN

Berdasar pada pembahasan diatas dapat disimpulkan Implementasi Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana yang kemudian dijelaskan secara
spesifik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60Tahun 2014 Tentang Dana desayang
Bersumber dari APBD, tidak terealisasi dengan baik terhadap penggunaan Dana
desapada masa pandemiCOVID-19, karena Dana desayang dianggarkan oleh desa
dan sesuai RKP yang merujuk pada RPJM tidak memuat tentang anggaran mengenai
penanganan COVID-19 pada tahun 2021, sehingga desa mengambilkebijakan yaitu
merefocsing dana yang dimana dengan adanya refocusing tersebut pemerintah desa
membuat kebijakan dengan mengalihkan dana pembangunan untuk fokus ke
penanganan COVID-19. Oleh karena itu desa tidak dapat merealisasikan jalan tani
dan dan secara jelasnya hal tersebut menghambat pada pembangunan desa Sukaraja.
Dalam pandangan Siyasah Syar “iyyah meski implementasi Undang-UndangNomor 6
Tahun 2014 didesa Sukarajatidak terwujud dengan baik. dalam pandangan siyasah
Syar “iyyah menurut kaidah yang ada seorang pemimpinharuslah menjadi pemimpin
yang baik, yang dimana dalam hal ini yaitu pemerintah desa haruslah membuat

kebijakan sesuai dengan kemaslahatan masyarakat dan pemerintah desa serta
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haruslah sesuai dengan peraturanyang ada, dan walaupun dengan adanya kendala,
sehingga pemerintah desa tidak dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
dari segi pembangunan namun pemerintah desa telah dengan baik membuat
kebijakan yang sesuai dengan peraturan yang ada serta tidak melenceng dariaturan-
aturan hukum islam dan terpenuhinya tujuan dari Dana desasesuai dengan yang

tertuang dalam figh siyasah maliyah.
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